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SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84  /PMK.O7/2009

TENTANG

ALOKASH ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DATERAH

MENTERI KEUANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
perlu menctapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi
Anggaran  Belanja  Fungsi  Pendidikan  Dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah;

1. Undang-Undang Nomor T/ Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan T.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

(U]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor 4438);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun 2005 teniang,
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahan 2005 Nomor 140, Tambahan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
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7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antlara  Pemerintah,
Pemerintabian Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah  Nomoer 45 Tahun 2008  tenlang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan T.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4804);

9. Keputusan Presiden Nomor 20/ T Tahun 2005;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/ PUU-V /2008
tanggal 20 Februari 2008;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008
tanggal 13 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

PLRATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI
ANGGARAN  BELANJA  FUNGSI  PENDIDIKAN  DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAILL

~ BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah wusaha sadar dan  terencana  uanluk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, keeerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakal, bangsa dan negara.

2. Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Dacrah,  sclanjulnya
disingkat  APBD, adalah  rencana  keuangan  tahunan
pemerintahan dacrah yang dibahas dan disetujui bersama olch
Pemerintah Daeral dan Dewan Perwalkilan Rakyat Dacerah dan

ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.
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3. Anggaran belanja fungsi pendidikan adalah alokasi belanja
fungsi pendidikan yang diangearkan dalam APBD  uniuk
membiayai  penyelenggaraan  pendidikan yang  menjadi
tanggung jawab pemerintah dacrah, termasuk fraji pendidik,
namun tidak termasul anggaran pendidikan kedinasan.

_ BAB T
ALOKASI ANGGARAN
BELANJA TUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan  ditetapkan
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perbandingan antara anggaran belanja fungst pendidikan
terhadap seluruh belanja APBD.

(3) Anggaran belanja fungsi pendidikan yang menjadi langsuny,
jawab Peracrintah Dacrah dialokasikan dalam APBD sesuas
dengan sistem pengangearan dalam peraturan perundang-
undangan.

BAB I
ANGGARAN BELANJA FUNGS!L PENDIDIK AN

Pasal 3

Anggaran belanjo fungsi pendidikan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, meliputi;

a. belanja modal;
b belanja barang;
C. belanja pegawai;

d.  bantuan sosial;
e. bantuan keuangan; dan

f. belanja hibah.

Pasal 4

Belanja modal schagaimana dimaksud  dalam Fasal 3

hurul a, meliputi:

a.  belanja pengadaan lahan dan bangunan untule sarana an
prasarana pendidikan; dan



N
MENTEFR KEUANGAN
REPUBLIK {INDONESIA
b. belanja  pengadaan  asel  kependidikan  fainnya yang,
memberiikan manfaat lebih dari T (satu) periode akuntansi.

Pasal b

Belanja  barang scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3
huruf b, meliputi:

a.  belanja barang dan jasa;

b.  Dbelanja pemeliharaan; dan

c.  belanja perjalanan.

Pasal 6

Belanja  pegawai scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3

huruf ¢, meliputi:

a.  gaj pokok;

b, tunjangan van o melekat pada gaji;

¢ tunjangan struktural bagi pejabat struktural;

d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di  laar
guru; dan

1

tunjangan  fungsional atau subsidi tunjangan  (ungsional
bagi guru.

PPasal 7

Bantuan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huaruf d
merupakan pemberian bantuan yang, sifatnya tidak sccara terus
menerus  dan selektif  dalam bentuk  uvang/barang  kepada
masyarakat yang berlujuan untuk peningkatan  kesejahteraan
masyarakat.
Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
merupakan  pemberian kepada  dacrah  lain dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 9

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haraf |

merupakan pemberian vang/barany atau jasa kepada pemerintah
atau  pemerintah daerah Jainnye, masyarakal dan organisas
kemasyarakatan, yang  sccara  spesttik telah diterapkan
peruntukannya, bersifal tidak wajib dan tidak mengilat, serin

tidak scecara terus meneruas.
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BABIV

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN
ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIIKCAN

Pasal 10
Pengawasan atas pengelolaan anggaran belanja fungsi pendidikan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
BAB V
PENUTUP
"asal 11

Pada saat Peraturan Mentert Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan
lain  yang  mengatur mengenal  anggaran - belanja funysi
pendidikan/pendannan pendidikan dalam  APBD  sepanjang  tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan
tetap berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri Kevangan  ini mulat berlaku  pada tanggeal

diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Ke uangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTHRT KEUANGAN,

ttd.
SRIMULYANTINDRAWATI

1 2009

MENTIER] FTUKUM DAN HAK ASASI MANUSILA,

tLel.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TATIUN 2009 NOMOR 77
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